PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

Mengingat

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf e,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),



10.

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun:2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah - Kotamadya Daerah Tingkat Il
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3242) ;
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12,

13.

14,
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16.

17.

18.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah  antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi ;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2009-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008
Tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten
Mojokerto Provinsi Jawa Timur,
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 — 2019 ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 — 2015;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-
2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Menetapkan

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 -2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah, adalah Kota Mojokerto;



2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Walikota Mojokerto;
4. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Walikota Mojokerto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota
Mojokerto;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
mulai tahun 2014 sampai dengan 2019 ;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2014 - 2019 yang selanjutnya
disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2014
sampai dengan 2019.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum yang
dilaksanakan secara langsung pada tahun 2013.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Mojokerto dalam menyusun RENSTRA SKPD Tahun
2014 - 2019.

b. Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program-
program dalam RPJMD yang dituangkan dalam RENSTRA
SKPD.



Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJMD dan
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Juni 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

3

Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujdukan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-
2025 dengann memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah dan
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), lintas SKPD disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap beberapa
istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah dengan
maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas



